BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR ¢ TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan
barang Daerah perlu dilakukan inventarisasi secara cermat
terhadap barang-barang milik/dikuasai oleh Pemerintah
Daerah, barang milik Negara yang digunakan Pemerintah
Daerah, baik milik Departemen Dalam Negeri maupun milik
Departemen dan atau Lembaga lain;

bahwa untuk memperoleh data barang yang mutakhir dan
akurat perlu dilakukan Sensus Barang Daerah melalui
pencatatan langsung di tempat barang berada sehingga
diperoleh data barang yang lengkap mengenai jenis, lokasi,
keadaan dan data lainnya dalam rangka penyusunan Buku
Inventaris dan Buku Induk Inventaris;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tasikmalaya tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus
Barang Milik Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia
Nomor 4286); A
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia
Nomor 5495)

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2967);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 357), sebagaimana tclah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia
Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan
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Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah
Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4073);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4609),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan
Pengalihan Hak atas Rumah Negara;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Nalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Periithahan
Kedua Atas Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
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Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang MilikDaerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2012
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11
Tahun 2006 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2006 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 12);
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun
2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran
Daecrah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 14);
Peraturan Daerah Kabupateinn Tasikimalaya Nomor 15 Tahun
2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008
Nomor 15) scbagaimana telch diubah beberapa kali tecrakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 8
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Dacrah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Dacrah
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 15});

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun
2008 tentang Lembaga ‘Teknis Daerah Kabupaien
Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16};

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17
Tahun 2008 tcntang Inspcktorat Kabupatcn Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008
Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012
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tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 9);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun
2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 18);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun
2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2011 Nomor 3);

32. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2011
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang
Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN

TASIKMALAYA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

.5

o

10.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah Daerah;

Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku
Pengelola Barang Milik Daerah;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah selaku pengguna barang;

Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang;

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang
milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Barang Inventaris adalah seluruh Barang yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta
didaftar dalam Buku Inventaris;

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan barang milik daerah;

Sensus barang daerah adalah kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan
secara khusus dan menycluruh untuk mcengakuratkan pelaksanaan
pencalaian scmua barang milik daerai dan barang Provinsi seria barang
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Inventaris milik Negara yang digunakan/dikuasai oleh Pemerintah Daerah
dengan cara pencocokan data yang tersedia dengan kondisi lapangan dan
pencatatan langsung terhadap barang-barang yang belum tercatat, serta
melakukan Verifikasi sehingga diperoleh data yang lengkap dan terinci
sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat
yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan
barang milik daerah;

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat DPPKAD Kabupaten Tasikamalaya
adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya selaku
pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah;

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD
Kabupaten Tasikmalaya adalah Pembantu pengelola barang milik daerah
yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang
milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Pengguna barang adalah Kepala SKPD sebagai pejabat pemegang
kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah;

Kuasa pengguna barang adalah Kepala Unit Kerja atau pejabat yang
ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada
dalam penguasaannya;

Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk
mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan
kerja perangkat daerah/unit kerja;

Petugas sensus Barang Daerah adalah pegawai yang ditunjuk berdasarkan
Keputusan Bupati yang diberi tugas untuk melakukan sensus terhadap
barang milik daerah;

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

Rekapitulasi Hasil Sensus, yang selanjutnya disingkat RHS adalah
rekapitulasi jumlah dan nilai barang hasil sensus;

Kertas Kerja Inventarisasi, yang selanjutnya disingkat KKI adalah kertas
kerja yang digunakan oleh Tim Sensus Barang Milik Daerah untuk
melakukan sensus dengan membandingkan antara data yang ada pada
catatan dengan kondisi/fisik yang ada di lapangan;

Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu
untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja;
Kartu Inventaris Barang, yang selanjutnya disingkat KIB adalah Kartu
untuk mencatat barang-barang Inventaris secara tersendiri atau
kumpulan/kolektip dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merek, tipe,
nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk
inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu
belum dihapuskan;

Buku Inventaris, yang selanjutnya disingkat BI adalah himpunan catatan
data teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan kartu barang
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inventaris sebagai hasil sensus ditiap-tiap SKPD yang dilaksanakan secara
serentak pada waktu tertentu;

Buku Induk Inventaris, yang selanjutnya disingkat BIl merupakan
gabungan/kompilasi buku inventaris.

Pasal 2

Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah meliputi kegiatan perhitungan,

pengurusan, penyelenggaraan, pencatatan data dan pelaporan barang milik

daerah.

Kegiatan sensus Barang Milik Daerah menghasilkan Buku Inventaris untuk

tiap-tiap SKPD dan dikompilasi menjadi Buku Induk Inventaris (BII) yang

menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang

bergerak maupun yang tidak bergerak.

Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris yang lengkap, teratur dan

berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran dalam rangka :

a) pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang
Milik Daerah.

b) usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara
maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing.

c) menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.

Pengguna Barang melakukan sensus barang milik Daerah sekurang-

kurangnya sckali dalam 5 (Lima) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA PETUNJUK PELAKSANAAN
SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

Penyajian petunjuk pelaksanaan sensus barang milik daerah Kabupaten
Tasikmalaya disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1.

2.
3.
4

(1)

(2)

BAB I PENDAHULUAN;

BAB Il PELAKSANAAN SENSUS;

BAB III KODEFIKASI BARANG DAERAH; dan
BAB IV TINDAK LANJUT HASIL SENSUS.

BAB III
ISI DAN URAIAN PETUNJUK PELAKSANAAN
SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

Isi dan Uraian Petunjuk pelaksanaan sensus barang milik daerah Kabupaten
Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Daerah merupakan tindak lanjut
amanat Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007




8

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah point VII.
Penatausahaan angka 7 Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2¢ Jaruari 2014

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM
Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 29 Jemari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

D LZODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 9
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BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL SENSUS

Hasil Pelaksanaan Sensus BMD ditindaklanjuti antara lain dengan:

a.

b.

melakukan penilaian atas BMD yang ditemukan namun belum ada

nilainya/tidak wajar nilainya;

penyelesaian aset bermasalah antara lain :

Melaksanakan verifikasi tanah yang tidak dilengkapi dengan
keterangan yang jelas;

Melakukan verifikasi peralatan dan mesin yang tidak dapat
ditelusuri keberadaannya serta peralatan dan mesin yang
disajikan dalam bentuk paket pengadaan tanpa disertai daftar
rincian;

Penelusuran aset tetap yang diperoleh dari dana BOS (Bantuan
Operasional Sekolah) untuk SD dan SMP yang belum disajikan
dalam inventaris;

Penelusuran aset gedung dan bangunan yang masih disajikan
dalam bentuk paket pengadaan;

Penelusuran aset jalan, jaringan/irigasi dan aset tetap lainnya

yang tidak dapat dijelaskan keberadaannya.

melakukan pengamanan atas asct melaluil pensertifikatan, membuat

batas yang jelas dan permanen seria membuat plangisasi,

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL UL
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